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LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR : 3 TAHUN 2005 SERI: E

PERATI/RAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR 3 TAHUN 2005

TENTANG

TANDA DAFTAR GUDANG (TDG)

DENGAN RAHMAT T'UHAN YANG MAHA ESA

Menimbang

BUPATI BANYUMAS,

bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (3) angka 5 dan
Pasal 3 ayvat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 25
Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemermtah dan
Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom
serta Surat [daran Menteri Perindustrian  dan
Perdagangan tanggal 19 Pebruari 2001 Nomor
VSII2001 perihal Petunjuk  Pelaksanaarn
OTODA di Bidang Industri dan Perdagangan.
dischutkan bahwa kewenangan penanganan Tanda
Daftar Gudang (1TDG) telah diserahkan
kewenangannyakepada Daerah:

baliwa dalam rangka kelancaran pendistribusian
barang agar dapat memenuhi kebutuhan konsumen
secara menyeluruh, maka dipandang perlu untuk
mengadakan penataan dan pcmbinaan pergudangan
dalam sistem distribusi nasional melalui Wajb
Daftar Gudang



Mengingzat

bahwasehubungan dengan hal terscbut diatas. maka
sebagai dasar hukum dalam rangka Pembinaan dan
Pengawasannya, perlu menetapkan Peraturan
Dacrah tentang Tanda Daftar Gudang;

Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Dacrah-dacrah Kabupaten Dalam
Lingkungan PropinstJawa Tergah:

Undang-undang Nomor 11 Tahun 1965 tentang

. Pergudangan (Lembaran Negara Tehun 1965

Nomor 54, Tambahan |embaran Negara Nomor
27500

Undang-undang Nomor § Tahun 1981 tentang
Hukum Acara Pidana (Lembaran Negare Tahun
1981 Momor 76, Tambahan Lembaran Negara
Womord2 4],

Undarg-undang Nomor 34 Tehun 2000 tentang
Perubahan aas Undamg-undang Nomor 18 Tahun
1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi (Lembaran
Megara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan
Lembaran NegaraNomor 4048) |

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerimahan Dacrah (Lembaran Negara Tabun
2004 Nomor 125, Tambahan | embaran Negara
MNomor4437) ;

Perawran Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000
tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan
Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran
Negara Tahun 2000 Nomor 354, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3952) .

[ ]
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Keputusan Menten Perindustrian dan Perdagangan
Nomor ; 105/MPP/Kep/2/1998 tentang Penataan
dan Pembinazn Pergudangan;

. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II

Banyumas Nomor 11 Tahun 1985 tentang
Penunjukan Pengangkatan, Kewenangan dan
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Sebagai
Penyidik Pada Pemerintah Kabupaten [Daerah
Tingkat [ Banyumas (1 .emharan Daerah K abupaten
Daerah Tingkat 1| Banyumas Tahun 1986 Nomor 5
Sen D)

Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 22
Tahun 2004 tentang Pembentukan, Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Kabupatzen Banyumas ([.embaran
Daereh Kabupaten Banyumas Tahun 2004 Nomor
21 Sen D)

Denzan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWARILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN

Menctapkan

BANYUMAS

dan
BUPATI BANYUMAS

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH TENTANG TANDA

DAFTAR GUDANG



BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Dacrah imi yang dimaksud dengan :
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Daerah adalah Kabupaten Banyumas;
Pemerintzh Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banyumas;
Bupati adalah Bupati Banyumas;

Dinas adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten
Banyumas,

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Banvumas;

Tanda Nafiar Gudang yang sclanjulnya disingkat TDG adalah Tanda
Dafiar Uudang vang diberikan oleh Kepala Dinas kepada Perusahaan
vang tclah disahkan pendaftarannya;

Diaftar 1sian permohonan Tanda Daftar Giudang adalah daftar isian
yang memuat data identitas Perusahaan, pemilik/penguasa gudang
dan identitas gudang dissi dan ditandatangani oleh pemilik/penguasa
audang untuk mendapatkan Tanda Dafiar Gudang (TDG ).

Gudang adalah suatu ruangan tidak bergerak yang dapat ditutup
dengan tujuan tidak untuk dikunjungi oleh umum melainkan untuk
dipakai khusus sebagai lempat penyimpanan harang-harang
perniagaan:

Barang perniazaan adalah barang bergerak yang pemakaiannya tidak
diperuntukan pemiliknya sendiri;
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0. Usaha Pergudangan sdalah kegiatan jasa pergudangan vang dilakukan

oleh suatu perusahaan atau perorangan melalui pemanfaatan gudang
miliknya sendiri dan atau pihak lain untuk mendukung/memperlancar
kegialan perdagangan ini hams memiliki Surat [zin Usaha
Perdagangan (STUP):

Perusahaan adalah sctiap bentuk usaha vang menjalankan setiap jenis
usaha yang bersifat tetap dan teruss menerus dan vang dicirikan,
bekerja serta berkedudukan di Kabupaten Banyumas, untuk tujuan
memperoleh keuntungan dan atau |aba; :

Badan adalah sua bentuk badan ussha  yang mealiputi Perseroan
Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, badan usaha
milik Negara atau Dacreh dengan nama dan dalam bentuk apapun,
persckutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yavasan atau
organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetep
serta bentuk badan usaha lainnya.

Kawasan Berikal adalah sualu arcal yang digunakan umuk
penampungan kegiatan industri.
BAB 11
PENDAFTARAN GUDANG

Bagian Pertama
Pendaftaran

Pasal 2

(1). Setiap perusahaan atau perorangan yang memiliki dan atau menguasai

gudang wajib mendaflarkan gudangnya kepada Dupati atau
Dinas/Instansi yang bertanggung jawab di bidang Perdagangan.



(2) Usaha Pergudangan schagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini Ragian Ketiga
wajib memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).

Tata Cara Pendaftaran Gudang
Pasal 3
- Pasal §
(3) Dikecualikan dari ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan
Daerah ini adalah : (1). Permohonan Pendaftaran Gudang dinjukan secara tertulis olzh
a.  Gudang-gudang yang berada pada pelabuhan-pelahuhan yang Pemohon atau kuasanya kepada Bupati atau Dinas/Instansi yang
dikuasai oleh penguasa pelabuhan; | ditunjuk.
0. Ludang-gudang yang berada pada kawasan berikat, ! , i
c. Gudang-gudang yang melekat denganusaha industrinya, (2)  Tata caradan Persyaratan pendaftaran gudang sebagaimanadimaksud
pada ayat(1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
Bagian Kedua
Pasal 4 Pasal 6

(1). Sclambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterim anya
permohonan pendaftaran Gudang sebagaimana dimaksud dalam Pasal
6 ayat(l) secaralengkap dan benar, Bupati atau Pejabat yane ditunjuk

(1). Setiap pemilik / penguasa gudang mempunyai kewajiban -

a.  Menyelenggarakan admimstrasi mengenai barang yang masuk waiib menerbitkan TDG
dan keluar secara baku:
b. Menyampaikan informasi/laporan mutasi barang yang berada di (2). TDG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan persvaratan
gudangnya apabila sewaktu-waktu diminta Bupati atau pejabat bagi semua pihak untuk dapat memanfaatkan/memfungsikan gudang.
vang berwenang & o
: : (3). Dalam hal daftar isian permohonan TDG beseriz berkas
(2). Setiap pemegang Tanda Dafter Gudang dilarang : \ kelengkapannya yang dinilai belum lengkap dan benar, maka
sclambat-lambatnya 7 (twjuh) han kerja setelah diterimanya
a.  Memperluas gudang tanpaseizin Bupati ; | permchonan, Kepala Dinas segera memberitahukan secara teriulis

b.  Memanfaatkan gudangnya untuk menimbun barang melebihi
hatas waktu vang telah ditentukan;
¢.  Menyimpan barang vang dapat menimbulkan pencemaran (4). Apabila setelah 7 (tujuh) hari diberitahukan ternyata pemohon tdak
lingkungan arau gangauan, melengkapi kekurangan berkas yang dipersyararkan maka Kepala
. Dinas dapat menolak permohonan TDG disertai alasan penolakan,

tentang kekurangan berkas dan segera dilengkapi



(1)

(1]

(1).

Pasal 7

Dalam hal TDG hilang, perusahaan yang bersangkutan berkewajiban
untuk mengajukan permohonan kembali secara tertulis dan dilampin
dengan sural kehilangan dari kepolisian .

. Apzbila TDG russk, perusahaan yang bersangkutan berkewajiban

mengajukan pengzantian TDG yang baru dengan dilampin TDG yang
rusak.

Ragian Keempat
Jangks Waktu berlakunya Tanda Daftar Gudang

Pasal 8

Iangka wakm herlakunya TDG adalah selama usaha yang

bersangkutan masih berjalan dengan ketentuan setiap 3 (lima) tahun

wajib didaftar ulang,

). Pendafiaran ulang scbagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan

paling lama 3 (tiga) hulan sebelum waktu daftar ulamg berak hir.

Sebagai tanda bukt telah dilakukan daftar ulang, kepada pemegang
TDG diberikan pengesahan daftar ulang.

Ragian Kelima
Pemindahtanganan Tanda Daftar Gudang

Pasal 9

Dalam hal pemezang TDG meninggal dunia atau karena sesualu schab
tidak lagr menjadi pemilik/penguasa gudang, maka ahli waris atau
crang yanz mendapatkan hak dari padanya dalam waktu paling lama 4
(empat) bulan terhitung scjak tanggal meninggalnya pemegang TDG
atau saal terjadinya tndakan pengalihan hak, wapb mengajukan
permohonan balik namakepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk

B

(2)

Tata cara dan Persyaratan Permohonan balik nama schagaimana
dimaksud padaayat ( 1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam
Pencabutan Tanda Daftar Gudang

Pasal 1)

(1). TDG dicabut apahila *

(2)
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. TDG diperoleh secara tidak syah:

b. Pernczang TDG melanggar ketentuan-ketentuan yang diatur dalam
Peraturan Daerah ini dan atau melanggar kewajiban-kewajiban
yang ditctapkan dalam TDG;

c. 4 (empat) bulan terhitung sejak meninggalnya pemegang TDG atan
terjadinya peraliban hak atas gudang olch ahli wars atau orang vang
mendapatkan hak dari padanyz tidak mengajukan permohonan
bal ik nama,

d. Lokast gudang dibutuhkan oleh Pemerintah uniuk kepentingan
pembangunan atau sudah tidak sesuai dengan perkembangan
Rencana lata Ruang K ota/Daerah;

¢. Pemegang TDG tidak melakukan daftar ulang tepat pada waktunya.

Pencabutan TDG sebagaimana dimaksud pada ayat (1). diberikan
secara tertuhis kepada pemegang 1DG dengan menyebutkan alasan-
alasannya.

Pencabutan TDG sebagaimana dimaksud padaayat (1), hurufc.d. dan
¢ didahulu peringatan secukupnya kepada pemegang 1DG



(1.

(2).

(1)

BAR I
PENUNJUKAN FEJABAT PENERBIT TANDA DAFTAR
GUDANG

Pasal 11

Bupati menunjuk Kepala Dinas/instansi yang bertanggung jawab di
bidang perdagangan scbagai pejabat yang berwenang mencrbitkan
TDG,

Apabila Pejabat vang berwenang menerbitkan TDG berhalangan
selama 5 (lima) hani kerja berturut-turut, Pejabat yang bersangkutan
wajib menunjuk Pejabat satu tingkat lebih rendah vang bertindak untuk
dan atas nama Pejabat yang bersangkutan untuk menerbitkan TDC

BAB IV
PEMBINAAN, PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN
Fasal 11

Dinas Perindustrian den Perdegangan bertanggung jawab atas
pembinaan dan pelaksanaan Peraturan Dacrah ini.

. Pengawasan wnum ztas peleksanaan Peraturan Daerah i dilakukan

oleh Badan Pengawasan Daerah Kabupaien Banvumas.

BAR V ;
KETENTUAN PIDANA

Pasal 13

. Perusahaan atau Perorangan vang melanggar ketentuan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 4 ayat (1) danayat (2), Pasal 7
avzat (1) dan ayat (2), Pasal B ayat (1), dan Pasal 9 ayar (1) diancam
pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak
Rp.50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah).
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(2)

Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
pelanggaran.

BAB VI
PENYIDIKAN

Fasal 14

. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah

Dacrah diberi wewenang khusus schagai Penvidik untuk melakukan
penyidikan tindak pidana bidang pendafiaran eudang.

. Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

a menerima, mencar, mengunpulkan, dan menelit keterangan
atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan
atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;

b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan Keterangan mengenai
orang pribadi atan badan reniang kebenaran perbuatan vang
dilakukan sehubungan dengan tindak prdana tersebut;

e meminta ketcrangan dan bahan bukti dari orang pribadh atau
badan sehubungan dengan tindak pidana;

d. memerksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen

lain berkenaan dengan tindak pidana;

melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukii

pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta

melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

£, meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas
penyidikantindak pidana;

2 menvuruh berhenti, melarang seseorang meminggalkan
ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan scdang
berlangsungz dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen
vang dibawasebagammana dimaksud pada hurufe ;

h.  memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;

i memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa
sehagai rersangka atau saksi;

w



3.

(1).

(2).

J- menghentikan penyidikan:

k. melakukan tindakan lain vang perlu untuk kelancaran penyidikan
tindak pidana menurut hukum vyang dapat dipertanggung
jawabkan,

Penyidik sebagaimana dunaksud pada avat (1), membertalhwkan
dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya
kepada Penumut Umum, sesuai dengan ketentuan vang diatur dalam
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentanz Hukum Acara Pidana.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN DAN PEMNUTUP

Pasal 15

Setiap orang atau badan hukum yang pada saat berlakunya Peraturan
Daerah ini telah melaksanakan kegiatan usaha dan telab memiliki
Tanda Daftar Gudang berdasarkan peraturan perundang-undangan
yang berlaku sebelumnya, maka dalam jangka waktu paling lambat 3
(tiga) bulan scjak berlakunya Peraturan Dacrah i, wajib
menyesualkan.

Setiap orang atau badan hukum yang pada saat berlakunya Peraturan
Daerah ini relah melaksanakan kegiatan usaha dan helum memiliki
Tanda Daftar Gudang maka dalam jangka waktu paling lambat 3
(tiga) bulan terhitung sejak berlakunya Peraturan Daerah i wayib
memiliki Tanda Darar Gudang.

Pasal 16
Peraturan Daerah im mula: berlaku pada tenggal diundangkan
Agar sctiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan

penggundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam
Lembaran Daerah K abupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
padatanggal : 26 Fcb 2005

BUPATI BANYUMAS

i
ARISSETIOND

Diundangkan di Purwokerto
Pada Tanggal 2% Februari 2005

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
BANYLMAS

ttd

SINGGIH WIRANTO, SH.
NIB: 500 086 384

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUMASNOMOR 3SERIE



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAII KABUPATEN BANYUMAS
~NOMOR 3 TAHUN 2005
TENTANG

TANDA DAFTAR GUDANG

PENJELASANUMUM

Bahwa dengan (slah discrabkannya kewenangan Tanda
Daftar Gudang Kepada pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan
Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah
dan kKewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom, maka dalam
rangka menghindari adanva penimbunan barang, khususnyva barang
kebutuhan pokok masyarakat yang dikhawatirkan akan mengganggu
kelancaran distribusi vang pada gilirannya dapat menyebabkan
kelangkoan barang, maka Pemerintah Dacrah perlu menata dan
membina pergudzngan sehagai salah satu sarana perdagangan vang
dipakai untuk menyimpan barang-barang perniagaan.

Penataan dan pembinaan gudang dimaksudkan supaya

dapar menghindari lerjadinya penimbunan yang skan mengakibatkan
terjadinya gejolak sosial yanz meresahkan masyarakat
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PENJELASAN PASALDEMI PASAL

Pasal | - Pasal ini memuat pengertian istilah yang
dipergunakan dalam Peraturan Dzerah
ini. Dengan adanya pengertian tentang
istilah tersebut dimaksudkan untuk
mencegah timbulnya salah tafsir dan
salah pengertian dalam memahamni dan
melaksanakan Pasal-Pasal yang
bersangkutan,

Pasal 2 dan Pasal 3 o Cukup Jelas.

Pasal 4 ayat(!)hurufa @ Maksud diadakannya Penyelengearaan
administrasi mengenar barang adalah
untuk mengetahui masuknya barang
digudang. schingga dapat diketahui asal,
harga, jenis barang dan tujuannya.
Dengan demikian akan mudah diketahui
jalannya peredaran dari gudang.

Pasal 4 ayat( 1) huulb . Cukup Jelas.
Pasal 4 ayat(2) hurufa © Cukup lelas

Pasal 4 ayat(2) hurufb : Penyimpanan barang yang dilakukan
. digudang sesuai dengan izin yang
diberikan dapat dibenarkan scpanjang
jumiahnva masih dalam bhatas Kewajaran
'sebagal stock/persediaan berjalan untik
memenuhi permintaan pasar maksimal
untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan dalam
kondisi normal, berdasarkan
data/pencatatan  dari pernsahaan yang
disimpan dalam gudang untuk sebanyak-
banyaknya 3 (tiga) bulan kebutuhan tidak
dikategorikan schazai penmmbunan.



Pasal 4 ayat (2) hurufc

Pasal 5 s/d Pasal 9

Pasal 10 ayat(1)dan(2) :

Pasal 10 ayat(3)

Pasal 11 s/id 16

: Cukup jelas

Cukup Jelas
Cukup Jelas.
Yang dimaksud dengan peringatan
secukupnya adalah peringatan

sghanya.k 3(tiga)kali berturut-turut

Cukup Jelas.



